BAB IiI
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah proses penyusunan rencana
kinerja tahunan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan
oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana
Kinerja Tahunan memuat sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja
dan merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis SKPD. Penyusunan
RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini
dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 perlu
diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2019
sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (farget setting) oleh
pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasikerja.

Penyusunan Rencana Kinetrja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat disusun untuk mewujudkan terselenggaranya
Pemerintah yang baik (good governance) atau Pemerintah yang berdaya guna
dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan
kinerja merupakan penjabaran sasaran strategis secara tahunan melalui
penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja sasaran.
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Target Kinerja Program

Sasaran . " dan Pendanaan Penanggung
No Strategis Program dan Kegiatan Indikator Jawab
Target Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
Pelatihan Teknis jumlah pelatihan 10
Pengawasan teknis pengawasan 120.000.000
. Persentase
Program Peningkatan A
S::tgem Evaluasgi dan penanganan tindak 90
Pelaporan APIP lanjut temuan 4.460.000.000
pemeriksaan
" . jumlah laporan
P:g::ﬁ'gg:‘;:‘;a | Tindak Lanjut Hasil | oo
BPK Temuan 130.000.000
Pengawasan BPK
Monitoring
. Jumiah Laporan
Pejaksanaan Kegiatan Monitoring 4 320.000.000
Tindak Lanjut Hasil Jumiah L‘gporan.
Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil 39
APIP Temuan 130.000.000
Pengawasan APIP
. jumlah laporan
Asistensi jum N
Pelaksanaan, Poakeanaan 12
Penyelenggaraan P i y 3.000.000.000
Pemerintahan OPD enyelenggaraan
Pemerintahan OPD
Evaluasi Pelaksanaan
SPIP Jumiah Laporan 1 90.000.000
Penanganan Laporan
Gratifikasi Jumlah Laporan 12 1 450.000.000
Pengendalian Program
Pembangunan Daerah
Pemberdayaan Jumiah Laporan 12 375.000.000
Gotong Royong
Evaluasi Berkala Ejunlllaililaspor:‘ar;
Temuan Hasil valuasi berkala 2
Pengawasan Temuan Haslil 25.000.000
Pengawasan
_— - jumliah laporan
Reformati Birokrasi Penilalan Mandir 1 120.000.000
Reformasi Birokrasi M
N jumiah laporan
f;fggzgg Internal Zona | geiiaian Internal 1 120,000,000
Zona Integritas e
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Target Kinerja Program

Sasaran . . dan Pendanaan Penanggung
No Strategis Program dan Kegiatan Indikator Jawab
Target Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
Penyusunan Laporan Dokumen Laporan
_ | Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan 1
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi 7.500.000
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Penyusunan Dokumen Laporan
- | Pelaporan Keuangan Keuangan 24
Semesteran Semesteran 8.000.000
Penyusunan Dokumen Laporan
- | Pelaporan Keuangan Keuangan Akhir 1
Akhir Tahun Tahun 9.000.000
Program Peningkatan Tingkat Ketepatan
Sistem Pengelolaan Waktu Pelaporan 100
Keuangan Perangkat Pertanggungjawaban 36.000.000
Daerah Keuangan
Dokumen
- | Admnistrasi Keuangan Administrasi 12 | 24.000.000
Keuangan AR
Dokumen
Penatausahaan
- Penatausahaan 12
Keuangan Keuangan 12.000.000
Tingkat Kualitas
Pgnatausahga_n " Penataan Arsip dan
- | Sistem Administrasi 100
Arsip Kepegawaian Layanan 9.500.000
Kepegawaian
Layanan
- | Admiistras Pengurusan 1
Kepegawaian Administrasi 9.500.000
peg Kepegawaian
Program Peningkatan ng:‘:;;zgaa':"
Sistem Perencanaan 100
Program dan 100.000.000
Perangkat Daerah Kegiatan
Jumiah Dokumen
- Zﬁ.’éﬁﬂ!ﬁ?&‘?\"“"a Rencana Kinerja 1 9.000.000
Tahunan T
Jumiah Dokumen
Penyusunan Renja L
- Rencana Kinerja 1
SKPD SKPD 7.000.000
Penyusunan Jumiah Dokumen
- | RKA/RKAP dan RKA/RKAP dan 2 25.000.000
DPA/DPPA SKPD DPA/DPPA SKPD RS
Jumlah Dokumen
e e | program ke |
Tahunan Pengawasan 59.000.000
Tahunan
_ | Penyusunan Indikator Jumiah Dokumen 0
Kinerja Utama (IKU) IKU -
Program Peningkatan Persentase Jumlah
Profesionalisme Tenaga tenaga pemeriksa 100
Pemeriksa dan Aparatur dan aparatur yang 900.000.000
Pengawasan dilatih
Pelatihan
Pengembangan
- | Tenaga Pemeriksa ﬁﬁ;&ﬁmﬁ? 80 | 780.000.000
dan Aparatur U
Pengawas
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Sasaran

Target Kinerja Program
dan Pendanaan

. Penanggung
No Strategis Program dan Kegiatan Indikator Jawab
Target Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa
- | Perbaikan Peralatan Perbaikan Peralatan 250
Kerja Kerja 32.000.000
Penyediaan
_ | Komponen Instalasi Jumlah komponen 150
Listrik/Penerangan penerangan 20.000.000
Bangunan Kantor
Penyediaan Jasa Jumiah
- | Peralatan dan Pemeliharaan 57
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 320.000.000
_ | Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan 10
Rumah Tangga Rumah Tangga 25.000.000
Penyediaan Jasa Jumiah Jasa
- | Administrasi Administratur 16
Perkantoran Perkantoran 345.000.000
_ | Penyediaan Jasa Jumlah jasa 50
Publikasi publikasi 25.000.000
Program Peningkatan igiﬁ;&p::;’;?
Sarana dan Prasarana 80
Aparatur dan prasarana 1.598.000.000
perkantoran
_ | Pengadaan Kendaraan | Jumlah Kendaraan 10
Dinas/Operasional Dinas 888.000.000
_ | Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan 20
Gedung Kantor Kantor 275.000.000
Pemeliharaan Jumlah
- | Rutin/Berkala Gedung pemeliharaan 1
Kantor __gedung kantor 85.000.000
Rehabilitasi A
Jumlah rehabilitasi
- ﬁ:ﬂf‘;‘rg’aefa‘ Gedung | ™4 edung kantor 1 400.000.000
Program Peningkatan Tingkat Kapasitas
Kapasitas Sumber Daya Sumber Daya 100
Aparatur Aparatur 590.000.000
_ | Bimtek Implementasi Jumiah Pelaksanaan 8
Perundang-undangan Bimbingan Teknis 15.000.000
Penyelarasan
Laporan
- | Pengawasan yang 12
Lebih Komprehensif Pengawasan 300.000.000
; Jumiah Laporan
Peningkatan L e .
* | Kapabilitas APIP Penilaiap Mandin ! 200.000.000
Pembinaan
Pengendalian dan Jumiah Pegawai 60
" | Pengawasan yang Dibina 20.000.000
Kepegawaian
Penilaian dan
_ | Penetapan Angka Jumiah Dokumen 40
Kredit Fungsional PAK 55.000.000
Auditor dan P2UPD
Program Peningkatan Tingkat Ketepatan
Pengembangan Sistem Waktu Pelaporan 100
Pelaporan Capaian Capaian Kinerja dan 22.500.000
Kinerja dan Keuangan Keuangan

16




Target Kinerja Program

Sasaran . " dan Pendanaan Penanggung
No Strategis Program dan Kegiatan Indikator Jawab
Target Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
Penanganan Kasus
pada Wilayah Jumiah LHP Khusus 13
Pemerintah di yang terbit 26.000.000
Bawahnya
Evaluasi Akuntabilitas Jumiah LHE yang 1
Kinerja SKPD diterbitkan 120.000.000
Reviu Laporan Kinerja Jumiah LHR yang 1
(LKjIP) diterbitkan 55.000.000
Reviu Laporan Jumiah LHR yang 1
Keuangan (LKPD) diterbitkan 55.000.000
Pengawal
Pengamanan
Pemerintahan dan Jumllah _l.;poran 12 380.000
Pembangunan Daerah egiatan -000.000
(TP4D)
Unit Pelayanan
Pungutan Liar s 2 1 380.000.000
(PUNGLI) g -099.
Verifikasi Pelaporan
g:rr:cc:g:'gl:lsag:erah Jumlah Laporan 4
Pemberantasan Kegiatan 120.000.000
Korupsi (PPK)
Laporan Hasil
Kekayaan Pejabat Jumiah Laporan 2
Negara/Aparatur Sipil Kegiatan 120.000.000
Negara
" Jumiah Laporan
Pengendalian PDPGR Kegiatan 1 350.000.000
Reviu Rencana
Pembangunan Jangka Jumlah LHR yang 0
Menengah Daerah diterbitkan -
(RPJMD)
3 | Meningkatnya Realisasi Anggaran 100
Akuntabilitas (%) 8.738.500.000
Kinerja .
Internal SKPD Nilai SAKIP B Sekretaris
Tingkat kelancaran
Pr ogram Pe]ayanan administrasi 100
Administrasi Perkantoran perkantoran 1.022.500.000
Penyediaan Jasa Jumiah Jasa Surat 1250
Surat Menyurat Menyurat 4.500.000
Penyediaan Jasa NP
Komunikasi, Sumber Lay:::?n:':‘r;ﬂ; air 12 50.000.000
Daya Air dan Listrik T
Penyediaan Jasa Jumiah Jasa
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan 12
Perizinan Kendaraan Perijinan Kendaraan 15.000.000
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Layanan Jasa 12
Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor 96.000.000
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Target Kinerja Program

No sstar:taer;ig Program dan Kegiatan Indikator dan Pendanaan Per‘liaar\:\?ag;ng
Target Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
Pemerintah | program Peningkatan
(SPIP) Sistem Pengawasan P':?;‘:gt:::n
Witayah Il | internal dan Pengendatian Penaawasan di 75 608.000.000
Pelaksanaan Kebijakan Vﬁl avah I R
KDH Wilayah Hi Y
g:E;:;:as:: Internal dumiah LHP Intemal
- secara berkala yang 13
Secara Berkala terbit 26.000.000
Wilayah il
. Jumiah Laporan
- gzra\::?:: gggﬁasional Evaluasi Dana 22
Bantuan Operasional 44.000.000
Sekolah Wilayah || Sekolah Witayah I
Asistensi Penyusunan
Dokumen
Jumiah Laporan
Perencanaan dan " - . 13
Penganggaran Kegiatan Asistensi 26.000.000
Wilayah 111
gsistens:; Pe‘ljlgadaan Jumiah Laporan 13
arang dan Jasa " ; .
Wilayah Il Kegiatan Asistensi 26.000.000
Reviu Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Jum;ggrlamxang 13 26.000.000
(RKPD) Wilayah ill U
Reviu Rencana Kerja
Jumiah LHR yang
- | dan Anggaran SKPD - 26
Witayah Ili diterbitkan 52.000.000
Reviu Laporan
. Jumiah LHR yang
Keuangan Pemerintah g 13
Daerah diterbitkan 26.000.000
_ | Reviu Penyerapan Jumiah LHR yang 52
Anggaran Witayah Ili diterbitkan 104.000.000
Reviu Penyerapan J
umiah LHR yang
Pengadaan Barang diterbitkan 52 1 104.000.000
dan Jasa Wilayah lll
Eg’;‘g‘:&a’;‘ . Jumiah Laporan
" | Keuangan Desa Pemg:zgnnlé:glatan 14 70.000.000
Wilayah Il
. R Monev Penerapan
- | Sistem Pengendalian | o pengendatian | 22 | 104.000.000
Internal Pemerintah Internal Pemerintah
Wilayah ili
2 | Meningkatnya Tingkat penanganan 100
Penyelesaian pengaduan
Tindak Lanjut masyarakat 1.632.000.000
AP&Z%?::Q Program Pgningkatan zzﬁs:rﬁt::: Inspektur
Vindek Lanjut Pengaduan pengaduan 5 | 1.632.000.000 | Pembantu
asyara masyarakat Khusus
Penanganan kasus
pengaduan di Jumlah LHP Khusus 13
“ | Lingkungan yang terbit 26.000.000

Pemerintah Daerah
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Target Kinerja Program

Sasaran . " dan Pendanaan Penanggung
No Strategis Program dan Kegiatan Indikator Jawab
Target Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
Evauasi Pensrapan | Jumiah Laporan
- | Sistem Pengendalian . . 52
Internal Pemerintah SILsttem I:’gngenq:’llahn 104.000.000
Witayah | ernal Pemerinta
Meningkatnya Persentase OPD
Pengendalian Wilayah ll yang 75
Internal menerapkan SPIP 702.000.000
Pemerintah | program Peningkatan
vé's"":') | Sistem Pengawasan P':Tx'::::n
liaya Internal dan Pengendalian . 75
Pelaksanaan Kebijakan Pe\';\%frzzal? di 702.000.000
KDH Wilayah Il ¥
Pelaksanaan Jumlah LHP Internal
_ | Pengawasan Internal secara berkala yang 13
Secara Berkala terbit 26.000.000
Wilayah I}
. Jumiah Laporan
- g;ﬁmﬁ g:re‘?asional Evaluasi Dana 44
Sekolah Wilayah Il Bantuan Operasional 88.000.000
Sekolah Wilayah ||
Asistensi Penyusunan
Dokumen
Jumlah Laporan
Perencanaan dan N ! . 13
Penganggaran Kegiatan Asistensi 26.000.000
Wilayah 11
Bomenaraa™™ | dumansaporan |
Wilayah Il egiatan Aststenst . 8 ;:sn!;:gla(tng;r
u
Reviu Rencana Kerja i
Pemerintah Daerah Jumiah LHRYANS | 13 | 26 000.000
(RKPD) Wilayah Il AR
Reviu Rencana Kerja
Jumiah LHR yang
- | dan Anggaran SKPD o es 26
Wilayah i diterbitkan 52.000.000
Reviu Laporan
. Jumiah LHR yang
Keuangan Pemerintah oy 13
Daerah diterbitkan 26.000.000
_ | Reviu Penyerapan Jumlah LHR yang 52
Anggaran Wilayah Il diterbitkan 104.000.000
Reviu Penyerapan
Pengadaan Barang M arnten | 52 | 106000000
dan Jasa Wilayah Il e
g::'gb;:)?::n Jumiah Laporan
* | Keuangan Desa Pembinaar Kegiatan | 24 | 120,000,000
Wilayah i1
Monitoring dan
" Jumiah Laporan
Eyaluasn Penerapap Monev Penerapan
- f;"f;fn";?:‘ggggﬂfn Sistem Pengendalian | °2 | 104.000.000
Wilayah Il Internal Pemerintah
Meningkatnya Persentase OPD Inspektur
Pengendalian Wilayah Il yang 75 Pembantu
internal menerapkan SPIP 608.000.000 i
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Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian
sasaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun
2019 dijabarkan dalam tabe! berikut ini.

Target Kinerja Program

No gt?:?ergig Program dan Kegiatan Indikator dan Pendanaan Peg:r:\?gbung
Target Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
1 | 'Meningkatnya
Sistem
Pengendalian Tingkat Penerapan 75 ;:fgg:tnl;[l
Internal SPIP OPD 12.615.250.000 I Il dan i
Pemerintah ’
(SPIP)
Meningkatnya Persentase OPD
Pengendalian Wilayah | yang 75
Internal menerapkan SPIP 934.750.000
Pemerintah -
Program Peningkatan
Wi | Sem Pengawasan | Feneness
naya Internal dan Pengendalian Pengawasan di 75 634.750.000
Pelaksanaan Kebijakan v?m avah | e
KDH Wilayah | ¥
g:l: k:;::;!: Internal Jumiah LHP Intemal
- 9 secara berkala yang 13
Secara Berkala terbit 209.750.000
Wilayah |
Evaluasi Dana Jélg:,:;ag:::n
- | Bantuan Operasional ) o, o Operasional 4 137.000.000
Sekolah Wilayah | Sekolah Wilayah |
Asistensi Penyusunan
Dokumen
Jumiah Laporan
Perencanaan dan N " . 13
Penganggaran Kegiatan Asistensi 26.000.000
Wilayah |
- - inspektur
32'33355 ;ejag::aan Jumiah Laporan 13 Pembantu |
Wilayah | Kegiatan Asistensi 26.000.000
Reviu Rencana Kerja
. Jumlah LHR yang
Pemerintah Daerah diterbitkan 13 1 28.000.000
(RKPD) Wilayah |
Reviu Rencana Kerja
Jumlah LHR yang
- | dan Anggaran SKPD diterbitkan 26 | 52000.000
Wilayah |
Reviu Laporan
Keuangan Pemerintah Jum;?tgrlaik:lgry‘ang 13 26.000.000
Daerah
Reviu Penyerapan Jumiah LHR yang 52
" | Anggaran Wilayah | diterbitkan 104.000.000
Reviu Penyerapan Jumiah LHR
yang
Pengadaan Barang g 52 000.000
dan Jasa Wilayah | diterbitkan 104.000.
Pembinaan
Jumlah Laporan
Pengelolaan + 24
- | Keuangan Desa Pemg:zi"o'gzgia‘a“ 120.000.000
Wilayah |
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2.2

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
tahun 2019 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dilaksanakan,
yaitu :
1. Meningkatnya Pengendalian Intemal Pemerintah (SPIP)
2. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja internal SKPD

Dari ketiga sasaran tersebut di atas, Rencana Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 berusaha
untuk mewujudkan visi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumawa Barat
yaitu “Terwujudnya Inspektorat Yang Bersih dan Berwibawa”.
Adapun indikator dan target kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel
2.2, berkut.

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019

KINERJA
SASARAN INDIKATOR SATUAN | TARGET
Meningkatnya Sistem .
Pengendalian Internal gg%kat Penerapan SPIP % 75%
Pemerintah (SPiP)
Meningkatnya Penyelesaian Ti
. . ingkat Penanganan
Tindak Lanjut Pengaduan % 100%
Masyarakat Pengaduan Masyarakat
Meningkatnya Akuntabilitas Realisasi Anggaran % 100 %
Kinerja Intemal SKPD Nilai SAKIP Tingkat B

Berdasarkan sasaran dan indikator kinerja tersebut, sasaran
Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
pencapaian sasarannya dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu yang
dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu:

1. Inspektur Pembantu Wilayah |,
2. Inspektur Pembantu Wilayah I, dan
3. Inspektur Pembantu Wilayah 1.
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Tertangani Laporan | 100% 100% 100
Gratifikasi di
Kabupaten Sumbawa

Barat

Terpenuhinya Target| 100% 100% 100
Aksi PPK di
Kabupaten Sumbawa

Barat

Terpenuhinya Target| 100% 100% 100
RAD-KPK di
Kabupaten Sumbawa

Barat

Tertanganinya 100%

Masalah Dugaan

100% 100

Terindikasi pungutan
Liar di Kabupaten
Sumbawa Barat
Pendampingan

100% 100% 100
Pengawalan
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah (TP4D) di
Kabupaten Sumbawa

Barat

7 Kasus 5 Kasus

Tertangani Pengaduan
Khusus Masyarakat dan
SKPD

Jumiah pengaduan
masyarakat yang
tertangani

71,42

Persentase 70% 71,42% 98,01
pengaduan
masyarakat yang

tertangani

Dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan
dan penganggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat,
rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada
tahun sebelumnya yaitu telah dievaluasi dan akan dimasukan lagi dalam
pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.
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Opini BPK WTP WTP 100
Reviu RKA dan 1LHR 1LHR 100
RKAP
Terwujudnya Jumiah Pelaksanaan | 8 kali 8 kali 100
koordinasi, Konsultasi | Koordinasi,
dan Sinergitas konsultasi dan
Pelaksnaan sinergitas
Pengawasan antar pengawasan antar
APIP dan APEP APIP dan APEP
Terwujudnya Jumlah SKPD yang | 14 SKPD 14 SKPD | 100
pelaksanaan SPIP di melaksanakan SPIP
SKPD
Peningkatan Nilai Predikat Nilai PMRB | 45 49,21 109,35
PMRB Kabupaten Kabupaten Sumbawa
Sumbawa Barat Barat
Meningkatnya Jumlah SKPD yang | 29 SKPD 29 SKPD | 100
Akuntabilitas Kinerja dievaluasi LAKIP-nya
Instansi Pemerintah
berdasarkan hasil
evaluasi dan reviu
Jumlah Kategori 40% 40% 100
Hasit Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
SKPD rata-rata 60
Laporan Kinerja 1 LHR 1LHR 100
Pemerintah Daerah
yang direviu
Terwujudnya Birokrasi | Terbinanya 10 Desa 24 Desa 240
Pemerintah Daerah pengelolaan
yang bebas Korupsi, keuangan
Kolusi dan Nepotisme | Pemerintahan Desa
di Kabupaten
Sumbawa Barat
Terpantaunya 100% 240% 240

serapan anggaran
PBJ dan Dana Desa
di Pemerintah
Kabupaten Sumbawa
Barat




Tersedianya Program Jumlah Dokumen 6 Dokumen | 6 Dokumen| 100
Kegiatan Terpadu Perencanaan
Tersedianya Kebijakan | Jumiah Dokumen 3 Dokumen | 3 Dokumen| 100
Pengawasan yang Sistem dan Prosedur
Jelas Pengawasan
Terwujudnya Aparatur | Jumlah Auditor 12 Orang 13 Orang | 108,3
Pengawasan yang Bersertifikat
Profesional dan Jumlah P2UPD 10 Orang 10Orang | 100
Kompeten Bersertifikat
Jumlah APIP yang 28 Orang 28 Orang 100
mengikuti diklat
teknis dan diklat
subtantif
Frekuensi Pelatihan | 6 Kali 6 Kali 100
Kantor Sendiri
Terwujudnya Peningkatan level Level 2 Level 2 100
peningkatan level kapabilitas APIP
kapabilitas APIP
Tersedianya kebijakan | Jumlah Kebijakan 3 Dokumen | 3 Dokumen! 100
pengawasan yang jelas | Pengawasan
Meningkatnya kualitas | Jumlah LHP Internal | 80 LHP 84 LHP 105
pengawasan internal secara berkata
secara berkala
Terwujudnya Efektifitas | Jumiah penyelesaian| 300 361 120,33
Tindak Lanjut Hasil tindak lanjut hasil Rekomendaj Rekomend
Temuan Pengawasan | temuan pengawasan | si asi
Persentase 60 % 85,95 % 143,25
penyelesaian
rekomendasi tindak
lanjut hasil temuan
pengawasan
Terwujudnya Jumlah SKPD yang | 29 SKPD 29 SKPD | 100
Pengelolaan Keuangan | menyusun Laporan
dalam Rangka Keuangan Sesuai
Mempertahankan Opini| SAP
WTP
Laporan Keuangan 1 LHR 1LHR 100

Pemerintah Dasrah
yang direviu




2.1

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun
melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah
dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada
waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan feedback untuk
perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus
diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 diambil dari
pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 serta
berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Tahun
2018 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat,
sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.1. berikut ini.

Tabel.2.1. Capaian Kinerja Tahun 2017

Capaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi (%)

Meningkatnya Persentase Layanan | 100% 100% 100
Pengelolaan Administrasi dan
Administrasi Operasional
Perkantoran Secara Pengawasan
Tertib
Peningkatan Sarana Tersedianya sarana | 1 unit 1 unit 100
dan Prasarana Aparatur] dan prasarana untuk

mendukung

pelaksanaan

pengawasan (Roda

dua)
Tersedianya laporan Jumlah Dokumen 4 Laporan | 4 Laporan | 100
keuangan tepat waktu | Laporan Keuangan
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penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat beserta pagu anggarannya sesuai dengan sasaran
strategis yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB |

BAB II

PENDAHULUAN

1.1

1.2

1.3

Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD
dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan
lainnya.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.
Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT
SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD
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2.2

Evaluasi Pelaksanaan RKT SKPD Tahun 2017.

Berisikan kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan
memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam
mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan
serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang
diusung.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2018.
Memuat Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang akan
datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara
lain sasaran strategis pada tahun yang akan datang yang
diambil dari Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
termasuk kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD.



1.3

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah;

i. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 11);

I.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11).

Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat Tahun 2019 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana
Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan
pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam
perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan tujuan
disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2019 adalah sebagai pedoman/acuan dalam



1.2

Landasan Hukum

Rencana Kinerfja Tahunan Tahun 2019 Inspektorat Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat disusun berdasarkan:

a.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010
tentang Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

oleh perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan tugas pokok
sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. Pelaksanaan pengawasan intemal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati;

Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;

e. Pelaksanaan Adminstrasi Inspektorat;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas fungsinya.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta
fungsi Inspektorat Daerah tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu—isu
strategis sebagai berikut :

a. Tingkat maturitas SPIP masih pada level 3 dari skala 0 - 5;

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh satuan unit kerja
harus diselesaikan 60 hari setelah laporan diterima;

c. Pengelolaan barang inventaris dan barang persediaan yang tertib
pada satuan unit kerja merupakan bagian dalam mempertahankan
Opini WTP;

Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi;

e. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam
peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

f. Lembaga APIP pada tahun 2019 harus mencapai level 3.
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BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa
perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam
sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk
menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan bagian dari
rangkaian proses perencanaan yang memuat sasaran strategis,
indikator kinerja serta target kinerja dan merupakan penjabaran
tahunan dari rencana strategis SKPD. Sasaran strategis, indikator
kinerja dan target kinerja pada prinsipnya merupakan variabel yang
termuat dalam dokumen Renstra, dengan demikian dalam Rencana
Kinerja Tahunan hanya tinggal menjabarkan saja setiap tahunnya
sasaran yang hendak dilaksanakan sampai dengan lima tahun
kedepan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menyusun
Rencana Kinerja Tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta
mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan
unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin
oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Bupati serta secara teknis administratif
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 39 Tahun
2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah,
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas pokok
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat Tahun 2019 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan
pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau
sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat yang dipakai sebagai acuan dalam penyusunan program dan
kegiatan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural
maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan,
program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini belum
sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami
harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Taliwang, Desember 2018

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Ir. H. ADY MAULUDDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19591113 198503 010
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

1.

12.

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor
11).

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 39 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 35 tentang
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2018-2021.

MEMUTUSKAN

: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

: Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Tahun 2019 merupakan penjabaran lebih

lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis SKPD mencakup periode tahun
2019;



10.

2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun
2010 tentang Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pememntah;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata



KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2018

Tentang

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

TAHUN 2019

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang

Mengingat

: bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat periu
menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan

yang mencakup periode tahun 2019.

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
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